
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

                                        NOMOR 63 TAHUN 2008 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan 
ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), 
Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; 

 
Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4430); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang 
bersangkutan. 

2. Penggabungan . . . 
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2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya 
karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan 
yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima 
penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri 
bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi. 

3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri 
yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan Yayasan.  

4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan.  

5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia. 

6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan 
hukum asing. 

7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia. 

 

BAB II 

PEMAKAIAN NAMA YAYASAN 

 

Pasal 2  

(1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.  

(2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan 
tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain. 

(3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status 
badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri 
untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, 
kurator, atau Pengurus Yayasan.  

 

Pasal 3  

(1) Kata “Yayasan” hanya dapat dipakai oleh: 

a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 
Undang-Undang; dan 

b. Yayasan . . . 
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b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang. 

(2) Kata “Yayasan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan. 

(3)  Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata 
“wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”. 

(4)  Kata “wakaf” tidak dapat ditambahkan setelah kata 
“Yayasan” jika Yayasan bukan sebagai Nazhir. 

 

Pasal 4  

(1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika: 

a. sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar 
lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau 

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 
kesusilaan. 

(2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama 
Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada 
Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan 
yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan 
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan 
dapat mengajukan pemakaian nama lain.  

 

Pasal 5 

(1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila: 

a. akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;  

b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan 
Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah 
diberitahukan kepada Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; 
atau 

c. akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat 
perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh 
Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar 
Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB III . . . 
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BAB III 

KEKAYAAN AWAL YAYASAN 

 

Pasal 6 

(1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang 
Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan 
pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 

(2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang 
Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang 
berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, 
paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

 
Pasal 7 

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai 
keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan 
bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan 
Yayasan. 

 
 

BAB IV 

PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN SURAT WASIAT  

 

Pasal 8 

Pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan 
dengan surat wasiat terbuka. 

 

Pasal 9 

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilaksanakan sebagai berikut: 

a. pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat 
yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan 
Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan; atau  

b. pendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat 
sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh 
pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
dan Peraturan Pemerintah ini. 

BAB V . . . 



 

- 5 - 

BAB V 

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING  

 

Pasal 10 

(1) Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia 
dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang 
Asing bersama Orang Indonesia selain berlaku Peraturan 
Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan 
perundang-undangan lain. 

  

Pasal 11 

(1) Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing 
harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:  

a.   identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang 
sah; 

b.   pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri 
yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit 
senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang 
dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri 
mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan 

c.   surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan 
yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, 
dan negara Indonesia. 

(2) Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus 
memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:  

a. identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang 
dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri 
Yayasan tersebut;  

b. pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang 
dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit 
senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang 
dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan 
hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan 
tersebut; dan 

 

 

 

c. surat . . . 


